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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kementerian Sekretariat Negara semakin krusial dalam menghubungkan 

komunikasi antara instansi atau lembaga pemerintahan dengan publik, terutama 

dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya permintaan masryarakat 

terhadap keterbukaan informasi publik. Kementerian Sekretariat Negara 

merupakan memiliki peran penting dalam menerapkan Keterbukaan Informasi 

Publik. Presiden dan Wakil Presiden menerima bantuan dari Kementerian 

Sekretariat Negara dalam menjalankan pemerintahan negara. 

Kementerian Sekretariat Negara juga turut berperan dalam mengatasi berbagai 

tantangan yang berkaitan dengan informasi, teknologi, dan kebijakan. Hal ini 

penting dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara untuk mengatasi 

kekhawatiran mengenai kelengkapan, akurasi, kegunaan, dan ketepatan waktu 

informasi di pemerintahan. Dengan peran tersebut, Kementerian Sekretariat Negara 

dapat memastikan bahwa inforamsi yang disampaikan kepada publik sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. 

Tujuan utama Kementerian Sekretariat Negara adalah untuk mencapai dan 

mempertahankan transparansi serta akses terbuka terhadap informasi di lembaga-

lembaga pemerintahan. Dengan peran ini, Kementerian Sekretariat Negara 

memastikan komunikasi dan keterlibatan dengan publik berjalan dengan efektif, 

sehinga informasi dapat diakses dengan mudah, akurat, dan jelas. Di era dimana 

akses infomrasi semakin mudah, Kementerian Sekretariat Negara berperan sebagai 

perantara komunikasi yang efektif antara instansi pemerintah dengan masyarakat.  

Keterbukaan informasi telah menghasilkan berbagai manfaat, termasuk hak 

asasi manusia, tata kelola pemerintahan yang baik, partisipasi masyarakat dalam 

pemerintahan, sistem pelayanan publik yang professional, serta peningkatan 

kecerdasan nasional. Dalam upaya untuk mencapai dan mempertahankan 
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transparansi serta akses keterbukaan terhadap informasi di lembaga pemerintahan, 

diperlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Dengan adanya 

keterbukaan informasi dan transparansi, berbagai kebijakan telah dikembangkan 

dan diimplementasikan untuk mendukung akses keterbukaan terhadap informasi 

publik. 

Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 81 Tahun 2017 menetapkan 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kementerian 

Sekretariat Negara. Keputusan Menteri Sekretaris Negara ini menegaskan 

pembentukan dan penetapan PPID sebagai langkah konkret untuk mendukung 

keterbukaan informasi publik. Dengan adanya kebijakan Menteri Sekretariat 

Negara ini, diharapkan pemerintah yang memiliki informasi dapat memberikan 

akses mudah dan transparan kepada publik.  

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik mengatur mengenai keterbukaan informasi publik. Sejak tahun 2011, telah 

membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk 

menjalankan implementasi undang-undang tersebut. Implementasi undang-undang 

mengambil langkah-langkah kebijakan untuk memastikan informasi disampaikan 

kepada publik secara efektif.  

Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan informasi mencakup 

penjelasan, ide, dan tanda yang memiliki nilai yang dapat disampaikan dalam 

bentuk format yang sesuai dengan kemajuan teknologi dan komunikasi, baik 

menggunakan media elektronik maupun konvensional. Informasi ini mencakup 

berbagai aspek kehidupan dan berfungsi sebagai dasar bagi masyarakat untuk 

memahami, mengawasi, dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Selain itu, 

informasi yang diberikan juga dapat membantu meningkatkan kualitas dalam 

pengambilan keputusan di berbagai bidang.  

Prosedur pelayanan keterbukaan informasi publik melibatkan berbagai 

tahapan, mulai dari pengumpulan informasi, pengklasifikasian informasi, dan 

pendokumentasian. Setiap tahapan dalam prosedur ini dirancang untuk memastikan 

bahwa informasi yang sesuai dengan kebutuhan pemohon. Tujuan adanya prosedur 

ini adalah untuk memastikan bahwa proses pengelolaan informasi publik berjalan 

sesuai dengan standar yang ditetapkan, menjamin ketersediaan informasi secara 
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akurat dan tepat waktu kepada publik, serta meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas dalam pemerintahan. 

Kementerian Sekretariat Negara juga telah mengembangkan mekanisme 

pengaduan untuk menangani keluhan dan masalah yang mungkin timbul terkait 

dengan pelayanan informasi publik. Kementerian Sekertariat Negara berupaya 

untuk terus beradapatasi dengan perkembangan teknologi inforamsi dan 

komunikasi, sehingga dapat menyediakan informaasi publik dengan cara yang lebih 

efesien dan efektif. Dengan fokus utamanya untuk menigkatkan standar pelayanan  

informasi publik, ini mendukung pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan 

mendorong partisipasi aktif.  

Dengan latar belakang yang telah dijabarkan, penulis ingin membahas lebih 

lanjut tentang “Prosedur Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Melalui 

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Kementerian Sekretariat 

Negara” 

 

1.1 Ruang Lingkup  

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini antara lain adalah sebagai berikut:  

1. Menjelaskan bentuk pelayanan keterbukaan informasi publik melalui PPID 

pada Kementerian Sekretariat Negara  

2. Prosedur pelayanan PPID oleh  Kementerian Sekretariat Negara  

3. Menjelaskan hambatan yang dihadapi oleh Kementerian Sekretariat Negara 

dalam menjalankan PPID  
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1.2 Tujuan Penulisan  

Tujuan penulisan tugas akir ini, penulis mengidentifikasi beberapa ruang lingkup 

yang akan dibahas sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui mekanisme pelayanan keterbukaan informasi publik 

melalui PPID di Kementerian Sekretariat Negara  

2. Untuk mengetahui prosedur pelayanan PPID yang diberikan oleh 

Kementerian Sekretariat Negara  

3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Kementerian Sekretariat 

Negara dalam menjalankan PPID  

 

1.3 Manfaat Penulisan   

Diharapkan penulisan tugas akhir ini akan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Bagi Penulis 

Melalui penyusunan tugas akhir ini, teori-teori yang telah dipelajari dapat 

diaplikasikan, serta pengetahuan tentang dunia kerja dapat diperluas dan 

menunjukkan kemampuan dalam mengumpulkan, menganalisis, serta 

menuliskan data yang sesuai dengan syarat kelulusan D3 Administrasi 

Bisnis di Politeknik Negeri Jakarta.  

2. Manfaat Bagi Perusahaan 

Penulisan Tugas Akhir ini dapat menginspirasi instansi atau lembaga 

pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan publik, baik daring maupun 

luring, serta membantu masyarakat untuk memahami jenis informasi yang 

sebaiknya diungkapkan atau tidak diungkapkan kepada publik.  

3. Manfaat Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan 

Penulisan Tugas Akhir ini dapat menjadi referensi untuk kegiatan akademis 

khususnya dibidang Keterbukaan Informasi dan pengelolaan informasi 

melalui PPID. Penulisan ini dapat memberi kontribusi dalam 

pengembangan pendidikan untuk memperkaya dan menambah wawasan. 
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1.4 Metode Pengumpulan Data 

Berikut adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini:  

1. Dokumentasi 

Metode pertama adalah dokumentasi, penulis mengumpulkan data dari 

dokumen yang diberikan serta informasi yang diperoleh untuk 

didokumentasikan, yang terkait dengan keterbukaan informasi publik  

2. Wawancara 

Metode kedua yang digunakan adalah wawancara, penulis mewawancarai 

langsung kepada Bapak Faisal Fahmi S.H., M.H., sebagai Pranata 

Hubungan Masyarakat Ahli Madya pada Biro Hubungan Masyarakat, dan 

Oky Tri Handoko, S.S., Analisa Sumber Daya Manusia pada Biro Hubungan 

Masyarakat, kementerian Sekretariat Negara untuk memperoleh data 

sebagai penunjang dalam penulisan tugas akhir ini.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan pembahasan terdapat beberapa kesimpulan yang bisa diambil 

diantaranya sebagai berikut:  

1. Tujuan adanya Keterbukaan Informasi Bulik adalah memastikan informasi 

disampaikan kepada publik berjalan dengan lancar. Kementerian Sekretariat 

Negara mengelola data dan informasi untuk memastikan efektivitas 

keterbukaan informasi. Dalam hal tersebut, terdapat 2 bentuk pelayanan 

Keterbukaan Informasi Publik melalui PPID yaitu pelayanan secara 

langsung (offline) dan tidak langsung (online). Pelayanan  secara langsung 

(offline) di Gedung Kementerian Sekretariat Negara dan secara tidak 

langsung (online) melalui website www.setneg.go.id. Pelayanan offline 

dilengkapi berbagai fasilitas, sementara pelayanan online menyediakan 

informasi dan formulir permintaan. PPID berpedoman pada Undang-

Undang Keterbukaan Informasi Publik untuk meningkatkan transparansi 

dan akuntabilitas. 

2. Prosedur Palayanan PPID oleh Kementerian Sekretariat Negara telah 

berjalan dengan lancar. Tujuan adanya prosedur adalah untuk menyediakan 

pelayanan yang memuaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan 

informasi. Prosedur ini mencakup waktu operasional yang jelas, alur 

permohonan informasi, pengumpulan, pengklasifikasian, dan 

pendokumentasian informasi. Adapun tujuan lainnya adalah 

mengklasifikasikan informasi menjadi dua jenis, yaitu terbuka yang harus 

diberikan secara berkala, serta merta, dan setiap saat, dan informasi yang 

dikecualikan yang mencakup informasi yang dapat menghambat penegakan 

hukum, mengancam keamanana negara, dan merugikan ekonomi nasional. 

Dengan menerapkan prosedur yang baik, Kementerian Sekretariat Negara 

bertujuan untuk memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan 

responsif sesuai prinsip keterbukaan informasi publik.  

http://www.setneg.go.id/
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5.2 Saran 

Berikut saran yang dapat penulis berikan mengenai hambatan sekaligus 

bahan evaluasi untuk meningkatkan efisiensi dalam memberikan layanan 

keterbukaan inforamsi publik melalui PPID diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Perlunya melakukan peningkatan jumlah sumber daya manusia yang 

berpengalaman dalam mengelola keterbukaan informasi, dalam 

meningkatkan sumber daya manusia perlunya melaksanakan pelatihan 

terstruktur, pelatihan tersebut berkaitan dengan pengembangan kompetensi 

manajemen keterbukaan informasi publik, dengan sasaran para pejababat 

pengelola PPID dan staf terkait. Pelaithan tersebut bisa berupa pembelajaran 

mandiri dengan modul online dan bacaan yang direkomendasikan terkait 

dengan keterbukaan iformasi publik, sehingga mereka dapat lebih efektif 

dalam mengelola dan menyediakan inforamasi publik. 

2. Perlunya aplikasi khusus mendukung PPID, termausk pengembangan 

aplikasi yang user-friendly dan aman, hal ini tidak hanya akan mempercepat 

proses pengelolaan informasi tetapi juga mengurangi kesalahan serta 

keterlambatan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat. 

3. Perlu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap struktur tampilan 

menu website PPID agar lebih mudah dipahami oleh pengguna, dengan 

menyediakan panduan penggunaan yang jelas dan tutorial bagi masyarakat 

yang kurang tebiasa dengan teknologi.  
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara 

 

Nama Responden : Faisal Fahmi S.H., M.H., sebagai Pranata Hubungan 

Masyarakat Ahli Madya pada Biro Hubungan Masyarakat, 

dan Oky Tri Handoko, S.S., Analisa Sumber Daya Manusia 

pada Biro Hubungan Masyarakat, kementerian Sekretariat 

Negara 

Tanggal Wawancara  : 14 Mei 2024 dan 15 Mei 20204  

Tempat   : Kementerian Sekretariat Negara  

Daftar Pertanyaan : 

 

1. Apa saja bentuk pelayanan Keterbukaan Informasi Publik PPID pada 

Kementerian Sekretariat Negara? 

2. Bagaimana Prosedur Pelayanan PPID oleh Kementerian Sekretariat Negara? 

3. Apa yang dimaksud dengan Informasi Terbuka? 

4. Apa yang dimaksud dengan Informasi Tertutup? 

5. Apa yang dimaksud dengan infomrasi terbuka yang termasuk keadalam 

Informasi Berkala? 

6. Apa yang dimaksud dengan infomrasi terbuka yang termasuk keadalam 

Informasi Serta-Merta? 

7. Apa yang dimaksud dengan infomrasi terbuka yang termasuk keadalam 

Informasi Setiap Saat? 

8. Mengapa bisa terjadi pengajuan keberatan atau sengketa oleh pemohon 

informasi? 

9. Apa saja hambatan dari pelayanan informasi publik PPID pada Kementerian 

Sekretariat Negara?  
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Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara 
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Lampiran 3 Format Jawaban Informasi yang diterima 
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Lampiran 4 Format Jawaban Informasi Ditolak 
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Lampiran 5 Formulir Permohonan Informasi 
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Lampiran 6  Hak-Hak Pemohon Informasi  
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Lampiran 7 Formulir Keberatan Atas  Permohonan Informasi 
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Lampiran 8 Fasilitas Keterbukaan Informasi Publik  
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Lampiran 9 Struktur Organisasi Pusat Kementerian Sekretariat Negara 

 


